
BUPATI CIANJUR
PROVINSI JAWABARAT

PERATURAN BUPATI CIANJUR

NOMOR 33TAHUN 2O2O

TENTANG

PENGHAPUSAN RETRIBUSI TERUTANG PENGUJIAN KENDARAAN
BERMOTOR SEBAGAI DAMPAK STATUS KEADAAN DARURAT BENCANA

PANDEMTCORONAVTRUS DTSEASE 20 1 9 (COVTD- 1 9)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a.

BUPATI CIANJUR,

bahwa Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor di
Wilayah Kabupaten Cianjur, teiah diatur berdasarkan
Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2Ol2 Jo. Peraturan
Bupati Cianjur Nomor 39 Tahun 2018;

bahwa sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri
Nomor 44O I 24361 SJ tentang
PencegahanPenyebaranCorona Vints Disease 2olg
(COVID-19) di LingkunganPemerintah Daerah, dalam
rangka memperkuat ekonomi masyarakat diberikan
insentif/stimulus pengurangan atau penghapusan
retribusi daerah;

bahwa dampak dari pandemi Corona Virus Disease 2079
(COVID-19)di KabupatenCianjur adalah penurunan
ekonomi masyarakat, khususnya sektor usaha pelayanan
angkutan penumpang umum, sehingga perlu diberikan
insentif/ stimulus bagi pelaku usaha pelayanan jasa
angkutan umum;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Penghapusan
Retribusi Terutang Pengujian Kendaraan Bermotor
sebagai Dampak Status Keadaan Darurat Bencana
Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);

Undang-UndangNomor 17 Tahun 2003 tentangKeuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2003 Nomor 47, Tambahanlembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);

c.

Mengingat : 1 .

2. Undang-UndangNomor 1 Tah:::
tentangPerbendaharaar \eg:.:.. -.::-: :: -:,
Rep:51:.< .:.:: - ..- - -..:

b.

d.



Tambahanlembaran Negara Republik Indonesia Nomor
43ss);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OO9 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4. Undang-UndangNomor 23 Tahun 2014
tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tarnbahanlembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimanatelahbeberapa kali
diubahterakhirdenganUndang-UndangNomor 9 Tahun
20 1 5 tentangPerubahanKeduaatasUndang-UndangNomor
23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahanlembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679],;

Undang-UndangNomor3OTahun 2Ol4
tentangAdministrasi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 292,
Tambahanlembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5601);

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan
Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi
Corona Vints Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam
rangka menghadapi ancaman yang membahayakan
perekonomian nasional dan/ atau stabilitas sistem
keuangan (Lembaran Negara Republik Indeonsia Tahun
2O20 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6485);

7. Peraturan PemerintahNomor66Tahun
2OO l tentangRetribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001Nomor119, Tambahanlembaran
Negara Republik Indonesia Nomor4 1 39);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 20 19 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tarnbahan
Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2O2O tentang
Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka
Percepatan Penangan Corona Virus Dbease 2019
(COVID- 19)(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6487);

Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018
tentan gPenyelenggaraanKedaruratanBencanapadaKondis
iTertentu (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun
20 18 Nomor 34):

5.

6.

8.

9.

10.



Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2O2O tentang
Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona
Virus Disease 2019 (COVID-19);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2O2O
tentangPercepatanPenangananCorona Virus Disease
2019 (CovrD-19);

KeputusanMenteriKesehatanNomor HK.O1
Menkes/Per/Xl2O2O tentangPenetapanlnfeksi Nouel
Coronauirus (lnfeksi 20 19-Ncov) sebagaiPenyakit yang
M enimbulkanWabahdanUpayaPenanggulangannya;

KeputusanKepalaBadanNasionalPenanggulanganBencan
aNomorTahun 2O2O tentangPenetapan Status
KeadaanTertentuD aruratBencanaWabahPenyakitAkibat Vi

Corona di Indonesia
sebagaimanatelahdiubahdenganKeputuanKepalaB adanN
asionalPenanggulanganBencanaNomor 13.A Tahun 2020
tentangPerpanjangan Status

15.

KeadaanTertentuD aruratBencanaWabahPenyakit Virus
Corona di Indonesia;

Peraturan Daerah KabupatenCianjurNomor09Tahun
20 l2tentangRetribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan
Umum, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor,
Retribusi Terminal, Retribusi Tempat Khusus Parkir, dan
Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten
Cianjur Tahun 2012 Nomor 27 Seri B);

Peraturan Bupati Cianjur Nomor 39Tahun 2018 tentang
Perubahan Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan
Bermotor (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018
Nomor 39);

MEMUTUSKAN:

MenetapKan : PERATURAN BUPATITENTANG PENGHAPUSAN RETRIBUSI
TtrRUTANG PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR SEBAGAI
DAMPAK STATUS KEADAAN DARURAT BENCANA
CORoNAVTRUS D/SEASE 20 1 9 (COVTD- 19).

11.

72.

13.

14.

16.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

DalamPeraturanBupatiini yang dimaksuddengan

1. Daerah adalah Daerah KabupatenCianjur.

2. Pemerintah Daerah
adalahBupatisebagaiunsurpenyelenggaraPemerintahan Daerah yang
memimpinpelaksanaanurusanpemerintahan yang menjadikewenangan
Daerah.

3. BupatiadalahBupatiCianjur.
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8.

9.

4. Dinas Perhubungan, adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Cianjur.

5. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan
daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberiafl izin tertentu yang
khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk
kepentingan orang pribadi atau badan.

6. WajibRetribusiadalah orzrng pribadiataubadan yang
m enurutp eratr.rranp erundan g-
und anganretribusidiwaj ibkanuntr-rkm elakukanp emb ayaranretribu
si, termasukpemungutataupemotongretribusitertentr-r.

7. PengujianKendaraanBermotoradalahserangkaiankegiatanmenguji
danataumemeriksabagian-bagiankendaraanbermotor,
keretagandengan, keretatempelan,
dankendaraankhususda,lamrangkapemenuhanterhadappersyarat
anteknis.

Ujiberkalaadalahpenguj ianberkalakendaraanbermotor yang
dilakukansecaraberkala.

KartuUj iad alahtandabuktilulusuj ib erkalab erb entukkartupintarat
aubentuk lain berisi data
danie gitim asihasilpenguj ian setiapkendaraanwaj ibuj i.

1 0. TandaUjiadalahbuktibahwasuatukendaraantelahdiujidenganhasil
baikberupastiker yang
ditempatkanpadakacadepansisikiribawahb agiandalam.

1 1. Mobil Bus Kecil adalahKendaraanBermotordengan kapasitas 9 sampai
dengan 15 dengan ukuran dan jarak tempat duduk normal.

Bussedangadalahkendaraanbermotordengankapasitas 1 6 sampaide
ngan27 de nganukurandanj arakantartemp atduduknorma-l.

Mobil Bus BesaradalahKendaraanBermotordengan kapasitas 31 keatas
dengan ukuran dan jarak tempat duduk normal.

1 4. SuratKetetapanRetribusi Daerah, y arrg selanjutnyadisebut SKRD,
adalahSuratKetetapanRetribusi yang
menentukanbesarnyapokokretribusi.

15. SuratPemberitahuanRetribusi Daerah, yang
SPTRD, adalahsurat
digunakan olehwaj ibretribusiuntukmelap o rkanp erhitungandanp e
mb ayaranretribusi yangterutang.

SuratTagihanRetribusi Daerah, yang selanjutnyadisebut STRD,
adalahsuratuntukmelakukantagihanretribusidan/ atausanksiadm
inistrasiberup abungadan / ataudenda.

Corona Virus Disease 2019 (covid- 19) adalahPenyakitKoronavirus 2019
yang disebabkanolehKorona Virus jenisbaru yang diberinama SARS-
cov-2.

t2.

13.

selanjutnyadisebut
yang

16.

t7.



BAB II

MAKSUD, TUJUAN, DAN SASARAN

BagianKesatu

Maksud

Pasal 2

Maksudpenetapanretribusi daerah pengujian kendaraan bermotor
adalahuntukmemberikankesempatankepadawaj ib
retribusimelakukanpembayaranretribusi daerah sesuaijangkawaktu yang
telah ditentukan.

Tujuanpenetapanretribusi

BagianKedua

Tujuan

Pasal 3

daerah kendaraan
pengurangan

wajib
Disease 2Ol9

penguJlan
bermotoradalahdalamrangkamemberikaninsentif/ stimulus
atau penghapusan kepada
retribusi,dikarenakankejadianiuarbiasapandemi Corona Virus
(covrD-19) yang menyebabkanwajib
retribusimengalamipenurunanpendapatan.

BagianKetiga

Sasaran

Pasal 4

Penetapanpembayaranretribusi daerah pengujian kendaraan bermotor,
diberikankepadawajib retribusi pemilik kendaraan bermotor angkutan
umum untuk jenis angkutan penumpang mobil bus kecil dan mobil bus
sedang yang beroperasi di wilayah Daerah, dengan masa uji berlaku dari
tanggal 22 Maret sampai dengan Desember 2020.

BAB III

PELAKSANAAN

Pasal 5

Menghapuskan pembayaran retribusi daerah pengujianberkala,
pengujiankendaraanbermotordan sanksi administrasi (berupa denda
sebesar 2Vo setiap bulan dari retribusi terutang) kepada wajib retribusi
daerah pengujian kendaraan bermotor untuk jenis angkutan penumpang
mobil bus kecil dan mobil bus sedang, yang beroperasi di wilayah
Daerah, dengan masa uji beriaku dari tanggal 22 Maret sampai dengan
bulan Desember 2O2O.

Menghapuskan sanksi administrasi (berupa denda sebesar 2ok setiap
bulan dari retribusi terutang) kepada wajib retribusi daerah pengujian

(1)

(2\
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BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai beriaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal e6 J'uBt 2O2O

PIt. BUPATI CIANJUR,

HERMAN SUHERMAN


